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UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak
negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan
seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada
pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap
anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan
tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang
optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan

sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan
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memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi
elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap analk,
memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan
seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



